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ABSTRAKSI 

NAMA : FADHLUL WAFI ALI 

NIM : 202110110311093 

JUDUL : Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitase ditinjau dari Asas 

Kepastian Hukum 

PEMBIMBING : 1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. 

  2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. 

 

Arbitrase sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

memiliki karakteristik utama yaitu putusan yang bersifat final and binding, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Namun, dalam praktiknya muncul berbagai 

persoalan hukum yang berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan, 

meskipun pembatalan tersebut secara limitatif hanya diperbolehkan berdasarkan alasan 

tertentu dalam Pasal 70 UU AAPS, yaitu adanya dokumen palsu, dokumen yang 

disembunyikan secara menentukan, dan tipu muslihat. Isu hukum yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini yakni berkenaan dengan putusan arbitrase yang bersifat final and binding bisa 

diajukan upaya hukum di pengadilan dan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase ditinjau 

dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, konsep dan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang 

membatalkan putusan arbitrase yang menggunakan ketentuan Pasal 70 UU AAPS maupun di 

luar ketentuan Pasal a quo. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif 

putusan arbitrase harus dipatuhi dan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, dalam 

praktiknya sering terjadi ketidakpatuhan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain 

itu, terdapat berbagai putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase diluar alasan 

yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU AAPS dengan dalih ketertiban umum (ordre 

public) yang seharusnya tidak dapat dibatalkan menurut Pasal 70 UU AAPS. Selanjutnya 

berkenaan dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase, baik nasional maupun asing, 

belum mencerminkan kepastian hukum sehingga pengadilan harus memperhatikan asas 

resiprositas dan ketertiban umum untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta 

menghindari ketidakpatuhan para pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase. Oleh 

karenanya, diperlukan interpretasi norma hukum berupa yurisprudensi yang seragam dari 

lembaga Mahkamah Agung mengenai ruang lingkup pembatalan putusan arbitrase. 

Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial, Putusan Arbitrase, Kepastian Hukum 
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ABSTRACT 

NAME : FADHLUL WAFI ALI 

NIM : 202110110311093 

TITLE : The Executive Power of Arbitration Awards in Light of the Principle 

of Legal Certainty 

SUPERVISORS     : 1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. 

  2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. 

 

Arbitration, as one of the alternative dispute resolution mechanisms outside of court, has the 

main characteristic of final and binding decisions, as stipulated in Article 60 of Law Number 

30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (AAPS Law). However, 

in practice, various legal issues arise regarding the annulment of arbitration awards by 

courts, despite the fact that such annulment is only permitted under specific grounds outlined 

in Article 70 of the AAPS Law, namely the existence of forged documents, documents that 

have been deliberately concealed, and fraud. The legal issue at the center of this research 

concerns whether final and binding arbitration awards can be subject to legal action in court 

and the enforceability of arbitration awards from the perspective of the principle of legal 

certainty. This study employs a normative legal method with a legislative approach, concepts, 

and case studies of court decisions that annul arbitration awards using the provisions of 

Article 70 of the AAPS Law or outside the provisions of the aforementioned article. The 

discussion reveals that while, in theory, arbitration awards should be voluntarily complied 

with and enforced by the parties, in practice, non-compliance often occurs, leading to legal 

uncertainty. Additionally, there are various court decisions that annul arbitration awards 

outside the reasons stipulated in Article 70 of the AAPS Law under the pretext of public order 

(ordre public), which should not be annulled according to Article 70 of the AAPS Law. 

Furthermore, regarding the enforcement of arbitration awards, both domestic and foreign, 

legal certainty has not been reflected, so the court must consider the principles of reciprocity 

and public order to provide legal certainty for the parties and avoid non-compliance by the 

parties in enforcing arbitration awards. Therefore, a uniform legal interpretation in the form 

of jurisprudence from the Supreme Court is needed regarding the scope of the annulment of 

arbitration awards. 

 

Keywords: Arbitration Award, Executive Power, Legal Certainty 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 827) 

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 
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